
 
 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 22 TAHUN 1983 

TENTANG 
KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 

 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 
Menimbang : a. bahwa kesehatan masyarakat veteriner mempunyai peranan penting dalam 

mencegah penularan zoonosa dan pengamanan produksi bahan makanan asal 
hewan dan bahan asal hewan lainnya, untuk kepentingan kesehatan masyarakat;  

b. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 19 dan Pasal 21 Undang-undang Nomor 6 Tahun 
1967 dipandang perlu mengatur kesehatan masyarakat veteriner dengan Peraturan 
Pemerintah;  

  
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;  

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok 
Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun1967 Nomor 10, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);  

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3037);  

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1973 tentang Pembuatan, Persediaan, 
Peredaran dan Pemakaian Vaksinasi, Sera dan Bahan-bahan Diagnostika Biologis 
untuk Hewan (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 23);  

5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, 
Pemberantasan, dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 1977 
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101);  

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan 
(Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3102);  

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KESEHATAN MASYARAKAT 

VETERINER. 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan  
a. Pengujian adalah kegiatan pemeriksaan kesehatan bahan makanan asal hewan dan bahan asal 

hewan untuk mengetahui bahwa bahan-bahan tersebut layak, sehat dan aman bagi manusia;  
b. Daging adalah bagian-bagian dari hewan yang disembelih atau dibunuh dan lazim dimakan 

manusia, kecuali yang telah diawetkan dengan cara lain daripada pendinginan;  
c. Susu adalah cairan yang diperoleh dari ambing ternak perah sehat, dengan cara pemerahan 

yang benar, terus menerus dan tidak dikurangi sesuatu dan/atau ditambahkan ke dalamnya 
sesuatu bahan lain;  

d. Usaha pemotongan hewan adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perorangan 
dan/atau badan yang melaksanakan pemotongan hewan di rumah potong hewan milik sendiri 
atau milik pihak ketiga atau menjual jasa pemotongan hewan;  

e. Telur adalah telur unggas;  
f. Zoonosa adalah penyakit yang dapat berjangkit dari hewan kepada manusia atau sebaliknya;  
g. Pengawetan adalah usaha atau kegiatan tertentu untuk mengendalikan, menghambat reaksi 

enzyma dan mikro-organisme pembusuk, sehingga bahan makanan tersebut dapat digunakan 
dengan aman dalam jangka waktu yang lebih lama;  

h. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang kesehatan masyarakat 
veteriner.  

 
BAB II 

PENGAWASAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 
 

Pasal 2 
 

(1) Setiap hewan potong yang akan dipotong harus Sehat dan telah diperiksa kesehatannya oleh 
petugas pemeriksa yang berwenang.  

(2) Jenis-jenis hewan potong ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri.  
(3) Pemotongan hewan potong harus dilaksanakan di rumah pemotongan hewan atau tempat 

pemotongan hewan lainnya yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.  
(4) Pemotongan hewan potong untuk keperluan keluarga, upacara adat dan keagamaan serta 

penyembelihan hewan potong secara darurat dapat dilaksanakan menyimpang dari ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini, dengan mendapat izin terlebih dahulu dari 
Bupati/ Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan atau pejabat yang 
ditunjuknya.  

(5) Syarat-syarat rumah pemotongan hewan, pekerja, pelaksanaan pemotongan, dan cara 
pemeriksaan kesehatan dan pemotongan harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang 
ditetapkan oleh Menteri.  
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Pasal 3 
 

(1) Setiap orang atau badan yang melaksanakan  
a. Usaha pemotongan hewan untuk penyediaan daging kebutuhan antar Propinsi dan 

ekspor harus memperoleh surat izin usaha pemotongan hewan dari Menteri atau pejabat 
yang ditunjuknya;  

b. Usaha pemotongan hewan untuk penyediaan daging kebutuhan antar 
Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dalam suatu Daerah Tingkat I harus 
memperoleh surat izin pemotongan hewan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang 
bersangkutan;  

c. Usaha pemotongan hewan untuk penyediaan daging kebutuhan wilayah 
Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II harus memperoleh surat izin usaha 
pemotongan hewan dari Bupati atau Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II yang 
bersangkutan.  

(2) Tata cara untuk memperoleh surat izin usaha pemotongan hewan ditetapkan oleh :  
a. Menteri sepanjang mengenai usaha pemotongan hewan untuk penyediaan daging 

kebutuhan antar Propinsi dan ekspor;  
b. Gubernur Daerah Tingkat I, sepanjang mengenai usaha pemotongan hewan untuk 

penyediaan daging kebutuhan antar Kabupaten atau Kotamadya Daerah Tingkat II, 
dalam suatu Daerah Tingkat I yang bersangkutan;  

c. Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II sepanjang mengenai usaha 
pemotongan hewan untuk penyediaan daging kebutuhan suatu Kabupaten/Kotamadya 
Daerah Tingkat II yang bersangkutan.  

 
Pasal 4 

 
(1) Daging hewan yang telah selesai dipotong harus segera diperiksa kesehatannya oleh petugas 

pemeriksa yang berwenang.  
(2) Daging yang lulus dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, baru 

dapat diedarkan setelah terlebih dahulu dibubuhi cap atau stempel oleh petugas pemeriksa 
yang berwenang.  

(3) Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, dan cara 
penanganan serta syarat kelayakan tempat penjualan daging diatur lebih lanjut oleh Menteri.  

(4) Setiap orang atau badan dilarang mengedarkan daging yang tidak berasal dari pemotongan 
hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah ini, kecuali 
daging yang berasal dari pemotongan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) 
Peraturan Pemerintah ini.  

(5) Setiap orang atau badan dilarang menjual daging yang tidak sehat.  
 

Pasal 5 
 

(1) Setiap perusahaan susu harus memenuhi persyaratan tentang kesehatan sapi perah, 
perkandangan, kesehatan lingkungan, kamar susu, tempat penampungan susu, dan alat-alat 
serta keadaan air yang dipergunakan dalam kaitannya dengan produksi susu.  
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(2) Persyaratan usaha peternakan susu rakyat diatur tersendiri oleh Menteri.  
(3) Tenaga kerja yang menangani produksi susu, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut  

a. berbadan sehat;  
b. berpakaian bersih;  
c. diperiksa kesehatannya secara berkala oleh Dinas Kesehatan setempat;  
d. tidak berbuat hal-hal yang dapat mencemarkan susu;  
e. syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Menteri.  

 
Pasal 6 

 
Pemerahan dan penanganan susu harus:  
a. dilakukan secara higienis;  
b. mengikuti cara-cara pemerahan yang baik;  
c. memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Menteri.  

 
Pasal 7 

 
(1) Setiap orang atau badan dilarang mengedarkan susu yang tidak memenuhi persyaratan yang 

ditetapkan oleh Menteri.  
(2) Setiap orang atau badan yang mengedarkan susu harus mengikuti cara penanganan, 

penyimpanan, pengangkutan, dan penjualan susu yang ditetapkan oleh Menteri.  
(3) Menteri menerapkan syarat kelayakan tempat usaha dan tempat penjualan susu.  

 
Pasal 8 

 
Setiap usaha peternakan babi harus memenuhi ketentuan tentang kesehatan masyarakat veteriner 
dari ternak babi, syarat-syarat kesehatan lingkungan dan perkandangan yang ditetapkan oleh 
Menteri atau pejabat yang ditunjuknya.  

 
Pasal 9 

 
Setiap usaha peternakan unggas harus memenuhi ketentuan tentang kesehatan masyarakat 
veteriner dari ternak unggas, syarat-syarat kesehatan lingkungan dan perkandangan yang 
ditetapkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuknya.  

 
Pasal 10 

 
(1) Setiap orang atau badan dilarang mengedarkan telur yang tidak memenuhi persyaratan yang 

ditetapkan oleh Menteri.  
(2) Setiap orang atau badan yang mengedarkan telur harus mengikuti cara penyimpanan dan 

pengangkutan telur yang ditetapkan oleh Menteri.  
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Pasal 11 
 

Setiap usaha atau kegiatan pengawetan bahan makanan asal hewan dan hasil usaha atau kegiatan 
tersebut harus memenuhi syarat-syarat kesehatan masyarakat veteriner yang ditetapkan oleh 
Menteri.  

Pasal 12 
 

Menteri  menetapkan batas maksimum kandungan residu bahan hayati, anti biotika, dan obat 
lainnya di dalam bahan makanan asal hewan. 

 
Pasal 13 

 
Setiap usaha pengumpulan, penampungan, penyimpanan, dan pengawetan bahan asal hewan harus 
memenuhi ketentuan-ketentuan kesehatan masyarakat veteriner yang ditetapkan oleh Menteri.  

 
Pasal 14 

 
(1) Pelaksanaan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner atas pemotongan hewan, 

perusahaan susu, perusahaan unggas, perusahaan babi, daging, susu dan telur, pengawetan 
bahan makanan asal hewan, bahan makanan asal hewan yang diawetkan dan bahan asal 
hewan dilakukan oleh Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II, kecuali usaha 
pemotongan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b 
Peraturan Pemerintah ini.  

(2) Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II menetapkan tata cara pelaksanaan 
pengawasan kesehatan masyarakat veteriner dengan memperhatikan ketentuan Menteri.  

(3) Pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang menyangkut bidang teknis hegiene dan 
sanitasi dilakukan oleh Dokter Hewan Pemerintah.  

(4) Dokter Hewan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini ditunjuk oleh 
Menteri.  

 
Pasal 15 

 
(1) Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan kesehatan masyarakat veteriner yang 

menyangkut kepentingan suatu Daerah Tingkat II dan antar Daerah Tingkat II dalam suatu 
Daerah Tingkat I, dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan 
atau pejabat yang ditunjuk olehnya.  

(2) Pengawasan pelaksanaan ketentuan-ketentuan kesehatan masyarakat veteriner yang 
menyangkut kepentingan antar Propinsi atau Daerah Tingkat I dan keperluan ekspor 
dilakukan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk olehnya.  
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